BUPATI GORONTALO
PROVINST GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
FERATUKAN CAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa  delam menyelenggarakan  urusan  bideng
pertanian fanaman pangan dan perkebunan sebagai
salah satu urusan pemerintahan daerah
kabupaten/kota maka, dibutuhkan organisasi perangkat
daerah yang disusun dengan memperhatikan aspek
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta

@ komunikasi kelembagaan antara penierintah pusat dan
daerah; ,

b. bauwa bercasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Duerah

(ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomoi+ 125, -’l‘ambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Noinor 4437), susunan organisasi perangkat

dacrat. ditetapkan  dengan Peraturan Daerah dergan

memperhatikan faktor-‘aktor tertentu den berpedoman

pada Peraturan emerintah;



Mengingat

ol

bahiwa untuk mergoptimalkan tugas dan fungsi Dinas,
perlu melalkukan perubahan nama organisasi dan tata
kerja Dinas Pertenian  “"anaman Pangan dan
Perkebunan menjadi Dinas Pertanian dan Perkebunan;

bahwa bc:rdasarka n pe.timbangan sehagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Organisasi dan Tac Kerja Dinas Pertanien dan

Perkebunan Kabupaten Gorontalo;

Pasal 18 ayat (6! Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19:45;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-deerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tarabahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-ndanrg Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemb:auan
Negare. Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diaban terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negai'a Reputlik Indonesia  Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Takun 2074 tentang
Perimbangai Iiéuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Reputlik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tarabahan Lc¢mbaran Negara
Republik Indonesia  Nemor 4438); ‘
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Rcpublik Indoaesia Tahun 2011 Nomcr 82,

Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



6. Peraturan Pewerintah Nomor 38 Tabua 2007 tentang
Permbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemcrintah,
Pemerintahan Daeran Provinsi, Dan Pemerintalian Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talwurt 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublk Indcnesia Nomor 4757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dergan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO
dan
BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBEMTUKAN ORGANTSASI DAN TATA KERJA DiNAS
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN GORONTALO

BAL 1
KETENTUAN UMUM

Pasal *
Dalam Peraturan Daerau ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Caerah adalah Kepala Daerah dan peraagkat
daerali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyet Daerah yang sélanjutnya dapat
. disebut DPRD =zd2lah lembaga perwskilan rakyat daerah

sebagai unsur penyelenggara nemerintahan deerah.
3.Pemer'ntahan Daerah adalah penyelengga-aan urusan
pemerintahan o.‘eh Pemcrintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonoiii seluas-lvasnya dclam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam



Undang-Undang Dasai Negare Republik Indonesia Tahun
1645.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dalam penyeclenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah
dan Leinbaga Teknis Daerah. Kecamatan dan Kelurahan.

5. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.

€. Sekretaris Deerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Gorontalo

7. Feraturan Daerah ade.lah Peraturan perundang-undangen yang
dibentuk oleh DFRD dengan persetyjuan bersama Kepala
Daerah cdan mengikat  sccara umum.

3. lreraturar Kepala Daerah afau disebut dengan Peraturan

%j Bupati ;ada'la:h Peraturan yang aitetapkan oleh Kepala Daercsh
sebagai pelaksanaa.. dari Peraturan Daersh yang bersifat
mengatur dar mengikat secara wnum.

9. Keputusan Kepaia Daerah atau disebut dengan Kenttusan
Bupail adalah Keputusan yang ditetapken oleh Kepela
Daerah yang bersifat penetapan.

10. Dinas adalah Diras IPertanian dan Perkebunan Kabupaten
Gorontalo.

11.Kepale Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan
Perkebunan Kabupaten Gorontalo.

12.Unit Pelaksara Texnis Dinas adalah unsur pelaksana

kegiatan teknis ' operasional dan/atau kegiatan teknis
penuniang yar.g mempunyai wilayah kerje satu atau
beberapa kecarr.atan.

13. Eselon adalah tingkatar jabatan struktural.

BAB II
PEMEENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata

Kerja Dines Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo.



» BAB III
KEDUDUXAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Livas merupakan unsur pelaksana otonom: daerah.

Pasal 4
Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan peinerintahan

aaerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantaan.

* Pasal 5
Daiam melaksanakan tugas sebsgaimana dimaksud pada
Pasal 4, Dinas menyelensgerakan fungsi :

a. perumusan Kedijjakan tekris sesuai dengan lingk.a
]

tugasr.ya;

b. penyelenggaraan wusan pemrerintahan dan pelayanan
umum sesuei dengan ingkup tugasnya,

c. pemtinaan dan peiaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. pelaksanaan tugss lain yang diberikan oleh Kepala

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pacal 6
() Dinas dipimpin olsh Kepala Dinas.

(2) Kepa'a Dinas berkeaudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Képala Duerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB 1V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekr:tariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Keuangan;
2. Sut Bagiar Umuin dan Kepegawaian; dan

3. Sub Baglan Penyus'inan Program.



<. Bideng Prasarana dan Sarana, membawahkan:
1. Seksi Pengélolaau Lahan dan Air; dan
2. Seks: "Saratog‘ Prodiksi.
d. Bidang Perkebunan, membawahken:
1. Seksi Pengembangan Tanaman Perke“unan; dan
2. Seksi Prodwaksi dain Usaha Perkebunan.
e. Bider.g Tanaman Pangen, memoawahkan:
1. Seks: Padi dan Palawija; Jdan
2. Selsi Hortikultura.
f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasi. Perianian,
mewmnbawahkan:
1. Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian; dar
2. Seksi Pemasuran hasi) Pertanian.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
h Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum

pada Lampiran Perzturan Dacrah ini.

Pasal 8
Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretaris, Sub-sub
Bugian, Bidang-bicang dan Seltsi-Seksi ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daeran.

BAB V
UNIT PFLAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 9
(I) Cengan peraturan dacrah pada Dinas dibentuk Unit
Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operacional Jdan/atau kegiatan teknis
penunjang yang mempunya. wilayah kerja sawu  aiau
beberapa kecamatai.
(2) Penetapan nama dan susunan organisasi Unit Pelaksana

Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.



Pasal 10
Un't Pelaksana Tekrnis Dinas sebagaimana dimaksud dalara Pasal
9, dipimpin oleli seorang Kszpala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kcepada Kepala Dinas dan  secara

operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB VI
EELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11
(1) Pada Dinas dapac dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional
mempunyai tugé.s melakukan  kegiatain  sesuai  dengan
bidang tenaga Ifungsional masing-masing baik keahlian
maupun keburtuhen sesuai peraturan perundang-
undang:n.
(2) Kelom.pok Jabatan Fuugsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuzi dengan

keahlian dan kebutulian.

| Pasal 12

(1) Kelompok Jabutan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
peraturan pe-undanz-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yaug ditunjuk dan berada
dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok
dan sub kelompok sesuai kebutuhan.

(4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat
jenis dar beban  kerja.

(5) Pembinaan terhadap 1enaga fungsional dilaksanakan

sesuai dengan [iraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(4)

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 13
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit
organ'sasi dan . keloirpok tenaga fungsional wajib

menerapkan prinéip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkaagan masing-masing maurun antar
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta
dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas masing-inasing.

S:tiar pimpinan setuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya riasing-mmacing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan pjeraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin dan me=ngkoordinasikan bawahan masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petuniuk "agi

pelaksanaan tugas oawahannya.

Pasal 14
Setiap pimpinar satuan organisasit wajin mengikuti dan
mematuhi  petuniuk dan bertanggung jawald kepada
atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala
tepat pada -vaktunya.
Setiap  laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawshannya wajib diolah dan dipergunaken
scbagai bahan penyusunan laporan letih larjut dan
untuk memberiken petunjuk kepada bawahan.
Dalam menyampaikan laporin masing-masing kepada
atasan, tembusan laporen wajib disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubuigan kerje. .
Dalam melaksanakan tugas setiap »pimpinan satuan
organisasi dibantu oleh sacuan organisasi dibawahnya dan
dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-

masing. wajib mengadakan rapat berkala



BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 15
(1) Kepala Dinas dan pejebat-pejubat lainnva di lingkungun
Dinas diangkat dan  diberhentikan  sesuai  dengan
peraturan perundar.g-undangan.
(2} Eselon dan kepanglatan serta sistern kepegawaian diatur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
" KEioNTUAN PENUTUP

Pasal 16
Dengan berlakunva Pzraturan Daerah ini, inaka
1. Peraturan Daerah Kebupaten Gorontalo Ncmor 33 ‘Tahun
2007 tentang Fembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas
Pertanian Tanaman Pangan, dan Perkeburan Kabupaten
Gorontalo (Lembaran Dasrah Kabupaten Gorontalo Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Gerontalo Nomor 21);
2. Peratwran Daereh Kabupaten Corontalo Nomor 10 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 33
% Tahun 2007 tentang Pemb=ntikan Organisasi Tata Kerja
Dinas  Pertamman Tanaman Pangan, dan Perkebunan
Kavupaten  Gorontalo  (Lemabaran Daerah  Kabupaten
Gorontalo Tahun | 2011 Nomor 19);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur
——— dalaw. Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusun Kepala
Daerah.
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Pasal 18

Peraturaa Daerah- ini mulai berlaku pada tanggal

diundangl:aa.

Agar  setiap orarg mniengetahuinya, memerintahkan pengu.adangan

Peraturan Daerah ini denyan.penempatannya dalarn Lembaran Daerah

Kabupaten Gorontaln.

Di:etapkan «i Limboto

pada tanggal 14 Maret 2614

I GORONTALO,

=

< DAVID B@BIHOE AKIB

~

Diundangkan di LimbYoto

patla tanggal 14 Maret 2014

SEKRETARIS/D RAHd KABUPATEN GORONTALO,

/’

JAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR
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PLiIJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN

PERKEBUNAN XABUPATEN GORONTALO

UMUM

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Peranglkat Daerah, menunjukkan adanya dinamika baru
lalan pembpentukan organis3ssi psrangkat daerah yang benar-benar
sccual  cengan  kebutuhan dan  “emampuan daerah yang mampu
melagksanakan tugas pokok dan funsinya dengan efesien, efekt’f dan
rasionel, senanticsa mengedepankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplikasi serta komunikasi diantara lernbaga sesama perangkat
daerah maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga dengan
upaya ini organisasi perangkat dacrah yang terbentuk tidak terlalu
besar dan tidak terlampau lebar pembidangannya. Selain itu dengan

semangat pembaharvan fungsi-fungsi pemerintah dalain rtangka

- mendukung  terwujudnya tata pemerintahan yang baik  (good

governance) akan tercipta organisasi perangkat daerah yang lebik
efesien dengan memberi ruang vpartisipasi masyarakat yang lebih
2esar dalam penyelenggarasn pembangunan di daerah.

Sebagai  wujud dari iraplementasi penyelenggaraan  urusan
dibidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang scjalan
pula denga.a realitas kcebutuhan pemerintahan, pembangunan dan
peclayanan masyarakat maka werlu membentuk organisasi perargkat
yang berkenaan dengan urusan dimaksud dan mengacu pada besaran
organisasi dan perumpunan perangkat daerah sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 FPeraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Oprganisasi Perangkat Daerah. Melalui
Penataan organisasi perangkat daeiah yang handal dengan didukung
oleh sumbecr daya . manusia yang berkualitas serta  penerapan

manajemen yang baik daiam renjalankan orgunisasi.
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Berdasarkan pertimbaagan sebagaimana dimakusud di atas maka
Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupat:n Gorontalo membentuk Peraturan - Daerah tentang

Pembentukan Organisasi dar. Tata Kerja Dinas Pertanian dan

Perkebuaan Katupaten Gorontalo.

I PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cuitup jelas
Pasal &
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pesal S
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
el ¢
wdkup je'as
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) )
Pertanggungjawéban "\Kspale Dinas kepada Kepala Daerah
melalui wekretaris Daerah aclalah perianggungjave ban
administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Dinas
meruvakair  bawalan langsung Sekretaris  Daerah. Secara
struktural Kepale Dinas berada langsung di bawah Kepala
Daerah.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Kegiatan teknis operaéional yang dilaksanakan unit pelaksana
teknis dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis
secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat
sedangkan teknis penunjang adalat melaksanakan legiatan
untuk mendukung peleksanaan tugas crganisasinya induknya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cultup jelas
Ayat (2)
Cukup jeclas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
@/ Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayvat (5)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas



Ayat (3) |
Cukup jeles
Pasal 14
Ayat (1)
e Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jeles
Ayat (3)
‘ Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas ‘
Pasal 17 L
Cukup jelas | .
Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR
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